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ABSTRAK

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan transaksi terhadap berbagai bentuk muamalah dalam syariat Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Berkelajutan yang mengatur tentang pengolahan retribusi bahwa retribusi pengolahan dalam destinasi objek wisata salah satunya Objek Wisata Pulau Kerikil di Desa Pulau Layang dan Desa Pulau Sepang. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan retribusi pada Objek Wisata Pulau Kerikil serta ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah. Hasil penelitian ini ialah pengelolaan retribusi pada wisata pulau kerikil ini masih belum resmi. Karena penetapan harga pada yang ada masih ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pengelola dan pihak kepala desa saja. Akan tetapi, penarikan ini tidak bisa diberhentikan begitu saja, sebab secara asas legalitas hukum suatu perbuatan yang belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidanakan atau dipermasalahkan. Disamping itu, dari pihak kepala desa terkait juga memperbolehkan atas penarikan retribusi pada wisata pulau kerikil ini. Dengan ketentuan dari pihak kepala desa memperbolehkan yaitu harga dari retribusi tersebut tidak melebihi dari tarif tiket masuk yang ada juga tidak terlihat seperti pungutan liar. Sedangkan dalam hukum ekonomi syari’ah berdasarkan hasil wawancara dan perspektif maslahah mursalah dan implementasinya dengan akad musyarakah peneliti menyimpulkan bahwa penarikan retribusi pada wisata pulau kerikil ini diperbolehkan karena belum adanya peraturan yang mengatur atas penarikan retribusi pada wisata pulau kerikil ini. Selain itu, kemaslahatan dari penarikan retribusi ini banyak manfaat yang terjadi serta adanya kesepakatan bagi hasil yang tidak memberatkan pihak manapun.
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